
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN B UPATI KOTABARU

NOMOR 11 TAHUN 2O2Z

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR30 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN]A DAERAH TAHUN ANGGAR AN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Dana Transfer
Khusus Kabupaten Kotabaru terhadap perubahan
petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk
setiap daerah provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2OZZ, penyesuian rekening belanja dengan
target kinerja yang direncanakan dalam dokumen
perencanaan sebelumnya, penyesuain belanja
tunjang tambahan penghasilan pegawai, penyesuaian
kebijakan belanja untuk bahan bakar minyak;

b-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna
dimaksusd dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahu n 2021,
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OZZ;

Mengingat : 1- undang-undang Nomor 27 Tahun rgsg tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang_undang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1B2O);



2. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1' Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355J;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan f angka Panjang Nasional

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201'4 tentang Desa

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4

Nomor 7, 'fambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1'L Tahun 2020

tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ZO2O Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201,4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintah Daerah ILembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ot4 tentang

administrasi PemerintahILembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201,4 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601J

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomqr 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor L1 Tahun 2OZO tentang

Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1, Tahun ZOZZ tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1,O9 Tahun ZOOO

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah flembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOO Nomor Z1_O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OZB);

12" Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200S tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun ZOIZ

tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah

Nomor 23 Tahun 2OAS tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor lTL,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2O1-O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O'l,O Nomor 1,23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu n 201,4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 20L4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O:J"4 Nomor 113

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2OZl tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021,

Nomor 2L Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2O1,7 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1r7 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1.2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ILembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20L9 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

1,7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20'1,9 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

201,9 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang

Rencana Pembangunan langka Menengah Nasional

Tahun 2020 - 2024 [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 10);



19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2O2t tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 211);

20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 11)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

ZOLZ Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2OL7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 201,7 Nomor 1,067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

201,9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20L9 Nomor 1,447);

Z4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2420 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1,781);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2021, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027

Nomor 926);

26. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor B Tahun 2021 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun

Anggaran 2022 fBerita Negara Republik Indonesia

Tahun ZOZ! Nomor 115011;



2T.Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan
Menengah Nomor 2 Tahun ZOZ2 tentang petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan
Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zozT
Nomoi 100J;

2B.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021, tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan operasional
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2ozz fBerita

Negara Republik Indonesia Tahun zoz'J, Nomor t44z);
29.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasionar Nomor 2 Tahun 2ozz tentang
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler

subbidang Keluarga Berencana Tahun zoz2 [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ZO2Z Nomor 95J;

3O.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5

Tahun 2OLO tentang Rencana pembangunan fangka
Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Z00S _

2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
ZOTO Nomor 5J;

3L. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30
Tahun 201,T tentang pokok-pokok pengelolaan

Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 201,T Nomor 30, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21J;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1,2

Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun ZOZI-ZOZ6 [Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ZOZ1, Nomor 12J;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13

Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ZOZZ (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ZOZ1, Nomor 13 );

34' Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor lZ
Tahun 2021' tentang Rencana Kerja pemerintah

Daerah Tahun 2OZZ [Berita Daerah Kabupaten
IIn.Fal-r--,' 'l-^l-,,'^ 1nl{ Nr^--- ^-- 4 -\



35. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 30

Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2027

Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru

Nomor 30 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

[Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022

Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30 TAHUN

2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

ANGGARAN 2022.

BELANJA DAERAH TAHUN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30

Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 [Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2O2'J, Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2027 tentang Penjabaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 3l diubah sebagai berikut :

1. Diantra ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

t1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



(z) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan untuk menjamin ketersedian alokasi anggaran akbit :

a. penyesuaian Dana Transfer Khusus Kabupaten Kotabaru

terhadap perubahan petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK

Nonfisik untuk setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2O22;

b. penyesuaian rekening belanja dengan target kinerja yang

direncanakan dalam dokumen perencanaan sebelumnya;

c. penyesuaian belanja tunjangan tambahan penghasilan pegawai;

d. penyesuaian kebijakan belanja untuk bahan bakan minyak.

Ketentuan ayat [2), dan ayat (3) pasal 29 diubah, sehingga pasal

29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

huruf a direncanakan Rp.604.552.884.529,00fenam ratus empat

milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan

puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya ASN

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

g. Belanja Pegawai BOS

h. Belanja Pegawai BLUD

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.328.137.51,'1,.709,O}(tiga ratus dua puluh delapan milyar
seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus

Sembilan rupiah).

2.

i1l

(2)



t3)

t4l

ts)

t6)

(7)

tB)

te)

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.145.656.879.666,00[seratus empat puluh lima milyar enam
ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan
ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
Anggaran Belahja Tambahan Penghasilan Berdasarkan
pertimbangan obyektif Iainnya ASN sebagaimana dimaksud pada

huruf c direncanakan sebesarayat

Rp.81.039.388.101,00(delapan puluh satu milyar tiga puluh
Sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu
rupiah).

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat t1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.Z1.11"8-628.590,00fdua puluh satu milyar seratus delapan
belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus
Sembilan puluh rupiahJ.

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/wKDH sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf e direncanakan sebesar

Rp-1.260.983.725,00(satu milyar dua ratus enam puluh juta

sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh
lima rupiah).

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f
direncanakan sebesar Rp.720.321.247,oo(tujuh ratus dua puluh
juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh
rupiah).

Anggaran Belanja Pegawai BoS sebagaimana dimaksud pada

(1)

ayat t1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.8.376.971,.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam
juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan
puluh sembilan rupiah).

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat t1) huruf h direncanakan sebesar

Rp.18.342.L99.992,00(delapan belas milyar tiga natus empat
puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan
ratus Sembilan puluh dua rupiahJ.



t1)

3. Ketentuan ayar (1J, ayat (2), ayar [3J, ayat (4), ayat [5), ayat (6), ayat
(7), Ayat (B), ayat (9), ayat [10) Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar

Rp.328.137.51,1,.709,Ooftiga ratus dua puluh delapan milyar
seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus
Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok ASN

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

f. Belanja Tunjangan Beras ASN

g. Belanja Tunjangan PPhlTunjangan Khusus ASN

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN

i. Belanja Iuran faminan Kesehatan ASN

j. Belanja Iuran ]aminan Kecelakaan Kerja ASN

k" Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

L Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

ASN

Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat t1l huruf a direncanakan sebesar

Rp.241,.315.67O.804,00fdua ratus empat puluh satu milyar tiga
ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh riLru delapan ratus
empat rupiah).

Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat t1l huruf b direncanakan sebesar

Rp.22.2O9.447.489,00(dua puluh dua milyar dua ratus Sembilan

juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan

puluh sembilan rupiah).

Anggaran Belanja Tunjangan |abatan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.8.723.707.515,00(delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga
juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah).

12)

t3l

(4)



(6)

t7)

tsl Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.1,4.718.863.243,00(empat belas milyar tujuh ratus delapan

belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat
puluh tiga rupiahJ.

Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf e direncanakan

sebesar Rp.4.32L.267.984,00fempat milyar tiga ratus dua puluh

satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus

delapan puluh empat rupiah).

Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.1,2.829.511,.427,00(dua belas milyar delapan ratus dua puluh

Sembilan juta lima ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh

tujuh rupiahJ.

t8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf g direncanakan

sebesar Rp.693.157.70O,O}fenam ratus sembilan puluh tiga juta

seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

t9l Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat [1J huruf h direncanakan sebesar Rp.18.383.919,00

[delapan belas juta tiga ratus delapan puluh riga ribu sembilan

ratus Sembilan belas rupiah).

(10] Anggaran Belanja Iuran faminan Kesehatan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp.19.452.397.298.00[Sembilan belas milyar empat ratus lima
puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus

Sembilan puluh delapan rupiahJ.

(111 Anggaran Belanja Iuran faminan Kecelakaan Kerja ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat t1l huruf j direncanakan

sebesar Rp.492.O00.000,00(empat ratus Sembilan puluh dua juta

rupiah).

(12) Anggaran Belanja Iuran faminan Kematian ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (11 huruf k direncanakan sebesar

Rp.1.353.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta

rupiah).



t1)

[13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan

Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I

direncanakan sebesar Rp.2.01-0.104.330,00(dua milyar sepuluh

juta seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 31 ciiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar

Rp.145.656.879.666,00(seratus empat puluh Iima milyar enam

ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan

ribu enam ratus enam puluh enam rupiahJ, yang terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN

e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp-1O4.725.024.608,00(seratus empat

milyar tuiuh ratus dua puluh lima juta dua puluh empat ribu

enam ratus delapan rupiah).

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat

bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.6.618.61,3"446,00[enam milyar enam

ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus

empat puluh enam rupiah).

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi

Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.3.581.O37.7L2,00(tiga milyar lima ratus

delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua

belas rupiah).

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp.3.530.531.200,00[tiga milyar

lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua

t2)

(3)

i4l

(s)



t6l Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.27.2OL.67Z.7OO,O0[dua puluh tujuh

milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu

tujuh ratus rupiah).

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3J, ayat (4), dan Ayat [5) Pasal 38 diubah,

sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja Barang dan f asa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar

R:p.452.442.976.470,00(empat ratus lima puluh dua milyar

empat ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh

enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang

b. Belanja f asa

c. Belanja Pemeliharaan

d. Belanja Perjalanan Dinas

e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/P ihak Lain/Masyarakat

f. Belanja Barang dan fasa BOS

g. Belanja Barang dan ]asa BLUD

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1J

huruf a direncanakan sebesar Rp.84.901,"537.987,00(delapan

puluh empat milyar Sembilan ratus satu juta lima ratus tiga

puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiahJ.

Anggaran Belanja |asa sebagaimana dimaksud pada ayat (1-)

huruf b direncanakan sebesar Rp.169.843.595.674,0}[seratus

enam puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta

lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tuiuh puluh

empat rupiah)

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat [1J huruf c direncanakan sebesar Ptp.21,.767.O72.550.00(dua

puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tuiuh

puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

(11

(2)

(3)

t4l



(6)

t7)

tBl

tsl Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat tU huruf d direncanakan sebesar

Rp.114.838.130.600,00[seratus empat belas milyar delapan ratus

tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu enam ratus
rupiah).

Anggaran Belanja. Uang dan/atau fasa untuk Diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.5.386.745.OOO,00(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam

juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiahJ

Anggaran Belanja Barang dan |asa BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.34.448.O94.651,00[tiga puluh empat milyar empat ratus

empat puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam

ratus lima puluh satu rupiah)

Anggaran Belanja Barang dan |asa BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.2L.257.800.008,00(dua puluh satu milyar dua ratus lima
puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan rupiah).

Ketentuan ayat [1] dan ayat [2) pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal

39 huruf a direncanakan sebesar Rp.84.901,.537.987,00[delapan

puluh empat milyar Sembilan ratus satu juta lima ratus tiga
puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiahJ,

yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud
pada ayat t1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.84.051,.997.997,00[delapan puluh empat milyar lima puluh

satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan

ratus delapan puluh tujuh rupiahJ;

6.

(1)

(2)



t3l Anggaran Belanja Rarang

climaksud pada ayzrt t1l
Rp.849.540.0 0 0,0 0 (delapan

lima ratus empat puluh ribu

'l'ak Habis Pakai sebagaimana

huruf b direncanakan sebesar

ratus empat puluh Sembilan juta

rupiah).

t1l

7. Ketentuan ayat [1), ayat (2), ayat (5J, ayat (6J dan ayat (7) Pasal 40

diubah, sehingga Pasal 40 bebunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran Belanja fasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf b direncanakan sebesar Rp.1-69.843.595.674,O}(seratus

enam puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta

lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh

empat rupiahJ, yang terdiri atas:

a. Belanja fasa Kantor

b. Belanja Iuran faminan/Asuransi
c. Belanja Sewa Tanah

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

f. Belanja Sewa Jalan, |aringan dan Irigasi
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

h. Belanja fasa Konsultansi Konstruksi
i. Belanja fasa Konsultansi Non Konstruksi
j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

k. Pelatihan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

serta Pendidikan dan Pelatihan

Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.8 4'1,.83 4.624., 0 0 fseratus
empat puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta

delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh

empat rupiah).

Anggaran Belanja Iuran laminan/Asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.5.806.272.750,00(lima milyar delapan ratus enam juta dua

ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

[1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00(seratus tiga

puluh juta rupiah)

(z)

t3)

t4l



(5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.1,.766.600.000,00(satu milyar tujuh ratus enam puluh enam

juta enam ratus ribu rupiah).

i6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.2.O42.200.000,00(dua milyar empat puluh dua juta dua ratus

ribu rupiahJ.

{7) Anggaran Belanja Sewa }alan, }aringan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.571,.436.000,00(lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus

tiga puluh enam ribu rupiah)

(B] Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat t1l huruf g direncanakan sebesar

Rp.863.500.000,00(delapan ratus enam puluh tiga juta lima

ratus ribu rupiah)

(9) Anggaran Belanja fasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

Rp.8.387.1,27.3OO,00(delapan milyar tiga ratus delapan puluh

tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

(101 Anggaran Belanja |asa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (11 huruf i direncanakan sebesar

Rp.940.991.000,00(Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan

ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

[11) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat t1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.1.930.000.000,00(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta

rupiah).

(12) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat t1l huruf k direncanakan sebesar

Rp.3.563.634.000,00(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta

enam ratus tiga puluh empat ribu rupiahJ.



(1)

B. Ketentuan ayat [1J, dan ayat (3J. Pasal 41 diubah, sehingga Pasal

41 berLrunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3B huruf c direncanakan sebesar

Rp.21,.767.O72.550,00fdua puluh satu milyar tujuh ratus enam

puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Tanah

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

d. Belanja Pemeliharaan |alan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.224.550.400,00(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus

lima puluh ribu empat ratus rupiah)

Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1-) huruf b direncanakan

sebesar Rp.6.068.260.25O,00(enam milyar enam puluh delapan

juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat []-) huruf c direncanakan

sebesar Rp.3.539.987.800,00(tiga milyar lima ratus tiga puluh

Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan'

ratus rupiah);

Anggaran Belanja Pemeliharaan |alan, Jaringan dan Irigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1-) huruf d direncanakan

sebesar Rp.11.93 4.27 4.1AO,00[sebelas milyar Sembilan ratus tiga

puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus

rupiahJ.

(2)

l'31

t4)

tsl



t1l

9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3B huruf d direncanakan sebesar

Rp.114.838.130.600,00(seratus empat belas milyar delapan ratus tiga

puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiahJ

1-0. Ketentuan ayat [3). Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf b direncanakan sebesar Rp.171.389.O77.773,00(seratus

tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta

tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

d. Belanja Modal |alan, |aringan dan irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.283.250.000,00(dua ratus delapan

puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1J huruf b direncanakan sebesar Rp.33"389.317.532,00[tiga

puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus

tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.48.873.599.760,00(empat puluh delapan milyar delapan ratus

tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu
tujuh ratus enam puluh rupiahJ.

t2l

(31

(11



Beffia Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebegaiman:ra

dimaksud pada ayat {1} huruf d direncanakan sebesar

Rp.?8.O25.339.556,O0(tujuh puluh delapan milyar dua puluh
enam juta tiga ratus tiga puluh $embilan ribu lima ratus tima
puluh enam rupiah).

Bela4ia Modal'Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat tU huruf c direncanakan sebesar

Rp.1O.8l 6.57}.g25,00{sepuluh nnilyar delapan ratus enam belas
juta Lima ratus tqiuh puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima
rupiah).

Pasal II

Perafuran Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggat

diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam krita
Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April ?,022

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2A22

ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

t3l

arrIA H

TJL

4/x.. * ,l.\.
\ !

w
ATI KOTABARU,

. ii. SAID AKHMAD\.
_,._:."-t ,..,,._._
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